BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOQR D)) TAHEN 2922

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LUWU,

bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, perlu adanya insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah

bahwa untuk tertibnya pemberian insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah serta sehubungan
dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 86 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi
saat ini dan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 86 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nemeor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijaan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijaan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indeonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);



10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah  beberapa Lkali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomer 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Nomor S Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 5);



17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak
Sarang Burung Walet {Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,
Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet
{Lembaran Daerah Kabupatern Luwu Tahun 2021
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Nomor 74);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu DNomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nemer 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 1,
Nomor 73);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Nemer 16) sebagaimana telah diubeh dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1
Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung (Lembaran Daerah  Kabupaten  Luwu
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 73);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 28);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 82);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1
Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung (Lembaran Daerah  Kabupaten Luwu
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 86);

25. Peraturan Bupati Luwu Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 86 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomer 86) diubah,
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) huruf ¢ Pasal 6 dihapus dan
ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selain
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ditetapkan
sebagai berikut :

a.

b.

Bupati sebesar 12% (dua belas persen) dari bagian insentif
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Wakil Bupati sebesar 10% (sepuluhr persenj dari bagian
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dihapus;

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 78% (tujuh puluh deiapan
persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

(2). Besarnya  insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
sebagai berikut :

a.

b.

o

Bupati sebesar total insentif Kabupaten dikurang total insentif
Kelurahan dikali 9% (Sembilan persen);

Wakil Bupati sebesar total insentif Kabupaten dikurang total
insentif Kelurahan dikali 6% (enam persen);

Dihapus;
Pejabat dan Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah selaku
Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar total insentif
Kabupaten dikali 60% (enam puluh persen );

Camat sebesar total insentif Kabupaten dikurang total insentif
Kelurahan dikali total realisasi per kecamatan di bagi total
realisasi Kabupaten dikali 20% (dua puluh persen);

Lurah/Desa sebesar 5 % (lima persen) dikali total realisasi
Kelurahan.



2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Sumber Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
5% (lima persen) dari total target penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 6 Qktober 2022

BUPATI LUWU,

BASMIN

Diundangkan di Belopa
pada tanggal € Okt-ber 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

AIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR /...

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2022



